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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

“Pada akhir tahun 1950an, PBB menyadari bahwa perkembangan kemajuan 

kegiatan antariksa, di samping dapat memberikan manfaat yang cukup besar bagi 

kemakmuran, juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia.”1 

Hal itu dimulai sejak persaingan kedua negara yaitu Uni Soviet dan Amerika 

Serikat dalam peluncuran roket ruang angkasa yang diawali oleh Uni Soviet 

dalam peluncuran roket Sputnik-1 dan disusul dengan pendaratan Amerika Serikat 

di Bulan dengan roket Apollo 11. 

Berkembangnya persaingan antar negara tersebut maka bertambah juga resiko 

kerugian yang akan dialami oleh tiap-tiap negara. “Dalam merealisasikan 

upayanya tersebut di atas, PBB dengan resolusi Majelis Umum No. 1348 (XII) 

“Question of the Peaceful Uses of Outer Space” tanggal 13 Desember 1958.”2 

Berikut beberapa resolusi-resolusi yang dibuat oleh Majelis Umum PBB: 

1. Resolusi 1348 (XIII) 

Question of the Peaceful Uses of Outer Space 

Resolusi ini menghasilkan pembentukan komite sementara yaitu Ad Hoc 

Committee on Peaceful Uses of Outer Space dengan tugas untuk 

menyelidiki ruang angkasa di mana Ad Hoc Committee sebagai bagian dari 

Legal Sub Committee. Lalu dalam pertemuan komite tersebut didapatkan 

hasil sebagai berikut: 

a) The extent to which ther was established a general rule, to the 

practice of States in the satellite programs of the International 

Geophysical Year, that within the context of strictly peaceful uses! 

                                                             
1 http://arvinradcliffe.blogspot.co.id/2012/05/hukum-antariksa.html 
2 Priyatna Abdurrasyid, Hukum Antariksa Nasional, Rajawali, Jakarta, 1989, h. 13 
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Outer Space is freely available for exploration of future international 

law or agreements’, 

b) The problem of liability for injury or damage caused by space 

vehicles, 

c) The problem of allocation of radio frequencies to space vehicles, 

d) The avoidance of interference between space vehicles and aircraft, 

e) The identification and registration of space vehicles and the 

coordination of launching, and 

f) The problems associated with the reentry and landing of space 

vehicles. 

 

2. Resolusi 1472 (XIV) 

International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space 

a) International Law, including the Charter of United Nations Applies to 

outer space and celestial bodies, 

b) Outer Space and Celestial Bodies are free for exploration law and are 

not subject to nation appropriation.3 

Kedua resolusi di atas mendapatkan usul dan respon yang baik dari pihak 

Uni Soviet dan Amerika Serikat. “Usulan yang diajukan oleh pihak Amerika 

Serikat yaitu menyangkut masalah pertolongan, pengembalian para awak dan 

pesawat ruang angkasa, serta masalah pertanggungjawaban atas kerugian-

kerugian yang diakibatkan oleh pesawat ruang angkasa.”4 

“Selanjutnya Sidang Umum PBB telah mencetuskan sebuah deklarasi 

nomor 1962 (XVIII) tanggal 13 Desember 1963, yakni “Declaration of Legal 

Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer 

Space, Unanimously adopted by the General Assembly of the United Nations on 

December 13, 1963.””5 Dalam diskusi-diskusi selanjutnya, para panitia pada 

tahun 1963 menghasilkan sebuah Deklarasi Majelis Umum PBB berjudul 

                                                             
3 Juajir Sumardi, Hukum Ruang Angkasa (Suatu Pengantar), Pradnya Paramita, Jakarta, 

1996, h. 14 
4 Ibid, h. 14. 
5 Priyatna Abdurrasyid,  Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan “Space Treaty 1967”, 

Firma Ekonomi, Bandung, 1977, h. 7.  
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Declaration of Guiding Principles Governing the Activities of States in the 

Exploration and Use of Outer Space (No. 1962, 31 Desember 1963). 

Deklarasi ini berhasil menempatkan diri secara kokoh sebagai Magna 

Charta Ruang Angkasa, yang di dalamnya ditegaskan hal-hal sebagai berikut: 

1. Eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa dapat dilakukan hanya untuk 

kesejahteraan dan kepentingan kemanusiaan, 

2. Ruang angkasa, bulan, dan benda-benda langit lainnya bebas untuk 

dieksplorasi dan digunakan oleh semua negara tanpa kecuali, berdasarkan 

persamaan derajat; tidak dapat dijadikan obyek pemilikan nasional, 

3. Berada di bawah pengaturan hukum internasional dan Piagam PBB.6 

 

Dengan berdasarkan prinsip-prinsip terdahulu, maka oleh Majelis Umum 

PBB berhasil dituangkan dalam sebuah perjanjian internasional bernama Space 

Treaty 1967. 

Dalam perjanjian tersebut berisi berbagai macam persetujuan persidangan 

Majelis Umum PBB, antara lain: 

1. Agreement on the Rescue of Astronauts and the Return of Objects 

Launched Into Outer Space;  

2. Convention on the International Liability for Damage Caused by Space 

Objects;  

3. Convention on the Registration of Objects Launched into Outer Space;  

4. Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other 

Celestial Bodies.7 

 

Di antara keempat persetujuan di atas, Indonesia hanya meratifikasi 3 di 

antaranya, yaitu Agreement on the Rescue of Astronauts and the Return of Objects 

Launched Into Outer Space atau yang disingkat sebagai Rescue Agreement, 

Convention on the International Liability for Damage Caused by Space Objects 

atau yang disingkat sebagai Liability Convention, dan Convention on the 

                                                             
6 Agus Pramono, Dasar-Dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa, Ghalia Indonesia, 

Bogor, 2011, h. 55. 
7 Diederiks-Verschoor. An Introduction to Space Law. Kluwer, Netherlands, 1993. 
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Registration of Objects Launched into Outer Space atau yang disingkat sebagai 

Registration Agreement. 

“Seiring dengan perkembangan teknologi ruang angkasa, maka terbentuk 

pula beberapa perjanjian lainnya yang mengatur tentang pemanfaatan ruang 

angkasa, khususnya untuk telekomunikasi dan penginderaan melalui satelit. 

Perjanjian-perjanjian tersebut telah secara lengkap disebutkan dalam pembahasan 

tentang sumber-sumber hukum angkasa.”8 

Perjanjian mengenai ruang angkasa tahun 1967 itu merupakan sumber 

hukum umum, karena walaupun hanya diprakarsai oleh beberapa negara saja 

tetapi sebagian besar anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meratifikasinya. 

Di samping itu, negara-negara yang meratifisir kemudian mempunyai pengertian 

bahwa perjanjian ini dianggap sebagai dasar hukum dan sumber hukum Angkasa 

guna mengatur tindakan mereka di masa depan di ruang angkasa.9 

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka, Traktat Antariksa 

1967 disahkan dengan Undang-undang oleh Presiden, sedangkan peraturan 

pelaksanaannya disahkan mengunakan Keputusan Presiden, yaitu: i) Liability 

Convention, 1972 disahkan dengan Keputusan Presiden No.20 Tahun 1996 

tentang Pengesahan Convention on International Liability for Damage Caused by 

the Launching Object into Outer Space, 1972; ii) Registration Convention, 1975 

disahkan dengan Keputusan Presiden No.5 Tahun 1997 tentang Pengesahan 

Convention on Registration of Object Launched into Outer Space, 1975; iii) 

Rescue Agreement disahkan dengan Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1999 

                                                             
8http://akbarkurnia.blogspot.co.id/2011/06/hukum-udara-dan-angkasa-internasional.html 
9 Priyatna Abdurrasyid, Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan “Space Treaty 1967”, Op. 

Cit, h. 14. 
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tentang Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the 

Return of Objects Launched into Outer Space. 

Indonesia sendiri memiliki potensi yang baik dalam sumber daya alamnya 

termasuk juga wilayah ruang udara dan antariksanya. Bangsa Indonesia juga telah 

mengembangkan Konsepsi Kedirgantaraan Nasional sebagai cara pandangan 

bahwa wilayah daratan, perairan dan dirgantara adalah merupakan satu kesatuan 

yang utuh dan ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan bangsa 

Indonesia, serta untuk kebahagiaan dan perdamaian bagi seluruh umat manusia, 

seperti yang tertulis dalam bagian Umum, Penjelasan atas UU Nomor 16 Tahun 

2002 tentang Pengesahan Treaty On Principles Governing The Activities Of States 

in The Exploration and Use of Outer Space, Including The Moon and Other 

Celestial Bodies, 1967 (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip yang Mengatur 

Kegiatan Negara-Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, Termasuk 

Bulan dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967). 

Mengingat bahwa Indonesia terletak tepat pada garis khatulistiwa atau 

dalam bahasa keantariksaannya disebut dengan Geo-Stationary Orbit, “...yaitu 

suatu jalur orbit di atas padang khatulistiwa pada jarak ketinggian kurang lebih 

36.000 km dari permukaan bumi, di mana sebuah benda angkasa (misalnya satelit 

komunikasi) yang ditempatkan di orbit sirkuler akan memiliki waktu putaran yang 

sama dengan waktu rotasi bumi dan bergerak searah dengan bumi.”10  Maka dari 

itu akan banyak kendaraan ruang angkasa yang diluncurkan di atas langit 

                                                             
10 Agus Pramono, Op Cit., h. 62. 
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Indonesia yang menyebabkan Indonesia menjadi rawan tertimpa benda-benda 

ruang angkasa. 

Untuk mengantisipasi kejadian tersebut maka berlakulah hukum 

internasional yaitu Traktat Antariksa. Contohnya ketika pesawat ruang angkasa 

yang berawak melakukan pendaratan darurat di wilayah yuridis Indonesia maka 

Indonesia wajib untuk membantu pengevakuasiannya. Hal tersebut masuk ke 

dalam bagian Rescue Agreement, dalam article 1, section B, Part One, United 

Nations Treaties and Principles on Outer Space menyebutkan, “Each Contracting 

Party which receives information or discovers that the per- sonnel of a spacecraft 

have suffered accident or are experiencing conditions of distress or have made an 

emergency or unintended landing in territory under its jurisdiction or on the high 

seas or in any other place not under the jurisdiction of any State shall 

immediately: 

a) Notify the launching authority or, if it cannot identify and immediately 

communicate with the launching authority, immediately make a public 

announce- ment by all appropriate means of communication at its 

disposal; 

b) Notify the Secretary-General of the United Nations, who should dissemi- 

nate the information without delay by all appropriate means of 

communication at his disposal. 

 

Negara diberikan hak penuh untuk mengevakuasi benda atau antariksawan 

yang ditemukan di dalam wilayah yuridiksi Indonesia untuk disimpan atau 

diselamatkan dan wajib untuk melaporkan kepada pihak peluncur atau sekretaris 

PBB. Proses pengevakuasian hingga pengembalian benda atau antariksawan 

tersebut di Indonesia dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2013 tentang Keantariksaan yang bersumber dari Traktat Antariksa 1967. 
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Namun perlu diingat, jika Hukum Ruang Angkasa dan Hukum Udara adalah 

dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. “Di Indonesia, kedua ruang ini bisa 

dinamakan juga Dirgantara dan terdiri dari ruang udara dan Antariksa (ruang 

angkasa).”11 Bumi dikellilingi oleh atmosfir yang berisi gas udara yang di atasnya 

terdapat ruang kosong. Dalam ilmu sains dapat dinyatakan bagian-bagian lainnya 

seperti ionosfer dan eksosfer. Namun secara yuridis hanya ada dua pembagian 

wilayah, yaitu ruang udara (air space) dan ruang angkasa (outer space). “Ruang 

udara yang status hukumnya telah ditentukan oleh Konvensi Chicago 1944 dan 

ruang angkasa yang status hukumnya belum tegas kecuali apa yang diatur oleh 

Space Treaty 1967.”12 

“Dengan bertitik tolak pada ungkapan klasik seperti yang dikemukakan oleh 

Aristoteles, seorang filsuf zaman Yunani Kuno, ‘Ubi societas ibi ius (di mana ada 

masyarakat, di sana ada hukum). Demikian pula halnya dengan hukum 

internasional yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat internasional.”13 

Salah satunya ialah munculnya Hukum Ruang Angkasa ini. 

Setelah peluncuran Sputnik pada tahun 1957, empat tahun setelahnya 

tepatnya pada tahun 1961, Uni Soviet kembali melakukan kegiatan yang terkait 

dengan luar angkasa, yaitu peluncuran manusia pertama yang bernama Yuri 

Gagarin. Kemudian pembentukan hukum angkasa ini didasari juga oleh respon 

aktif dari masyarakat internasional dengan segera menyusun rumusan 

                                                             
11 Priyatna Abdurrasyid, Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan “Space Treaty 1967”, Op. 

Cit, h. 1. 
12 Ibid, h. 3. 
13http://www.negarahukum.com/hukum/masyarakat-internasional-dan-hukum-

internasional.html 
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kesepakatan-kesepakatan yang ditandai dengan banyaknya prinsip-prinsip dasar 

sesudah peluncuran satelit pertama itu pada tahun 1957.14 

Serangkaian kegiatan-kegiatan ruang angkasa lainnya mulai dikembangkan 

oleh manusia dari tahun ke tahun, tidak hanya perkembangan dalam teknologinya 

saja, namun juga perkembangan kebutuhan manusia. Seperti kebutuhan informasi, 

finansial sampai hiburan, seluruhnya membutuhkan teknologi yang memadai. 

Teknologi juga menghubungkan manusia di seluruh dunia dengan memudahkan 

komunikasi menggunakan jaringan internet. Seluruh fasilitas tersebut 

membutuhkan satelit agar mampu berjalan dengan baik. 

Hukum menghendaki kerjasama dan kerjasama memerlukan hukum. Usaha 

eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa mencakup bidang yang teramat luas dan 

bila kita menilai besar dan pentingnya usaha-usaha ini, wajar kiranya negara-

negara memandang perlu bahwa segala kegiatan ini harus ditampung dalam suatu 

wadah hukum. Tindakan negara secara demikian menunjukkan dengan jelas 

bahwa negara-negara telah membantu dan bekerjasama untuk perkembangan 

Hukum Internasional dan kemudian Hukum Ruang Angkasa yang berlaku di 

antara masyarakat internasional.15 

Berawal dari kebutuhan suatu negara, yang akan menghubungkan dengan 

negara lain melalui kerjasama untuk pembuatan satelit, lalu menghubungkan 

dengan negara lain melalu kerjasama untuk peluncuran satelit dan seterusnya. 

Demi keamanan tiap pihak yang bekerjasama, maka hukum dibuat di antaraya 

untuk melindungi para pihak. Karena teknologi ruang angkasa ini bisa jadi sangat 

                                                             
14http://akbarkurnia.blogspot.co.id/2011/06/hukum-udara-dan-angkasa-internasional.html 
15 Priyatna Abdurrasyid, Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan “Space Treaty 1967”, Op. 

Cit, h. 15. 
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berbahaya jika ditujukan untuk tujuan tidak damai seperti penggunaan senjata 

nuklir, perentasan situs negara dan lain sebagainya. “Badan internasional yang 

pertama-tama didirikan dengan tujuan menciptakan kerjasama di bidang 

eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa ini dlakukan pada perlumaan tahun 1950, 

yakni International Astronautical Federation (IAF)”16 

Tiap negara dan masyarakat internasional sudah sepatutnya memahami 

bahwa tidak semua negara sejajar potensinya dalam bidang teknologi 

keantariksaan, namun dengan begitu tidak membuat suatu negara yang unggul 

dapat menguasai ruang angkasa karena mengingat kembali tujuannya telah 

disepakati bersama yaitu menjamin agar tidak ada negara yang mementingkan 

dirinya sendiri. Eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa bukanlah tidak berbatas 

secara mutlak, namun dibatasi oleh hak-hak negara lain. “Keterbatasan yang 

dimaksud tidak hanya mengenai keamanan dan kegiatan atau potensi-potensi di 

dalam ruang yang baru itu akan tetapi juga yang meliputi setiap hasil yang 

diperoleh serta adanya kewajiban bekerjasama dan membagi keuntungan-

keuntungan yang didapatnya.”17 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan 

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

a. Apa hakikat penyelamatan penyelenggaraan keantariksaan di Indonesia 

dalam perspektif Traktat Antariksa 1967? 

                                                             
16 Ibid, h 15-16. 
17 Ibid, h. 52. 
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b. Bagaimana penyelamatan penyelenggaraan keantariksaan di Indonesia 

dalam perspektif Traktat Antariksa 1967? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui, memahami dan memaparkan tentang: 

a. Hakikat penyelamatan penyelenggaraan keantariksaan di Indonesia dalam 

perspektif Traktat Antariksa 1967 

b. Penyelamatan penyelenggaraan keantariksaan di Indonesia dalam 

perspektif Traktat Antariksa 1967 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Kegunaan dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat: 

a. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran untuk 

pengembangan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

keantariksaan terutama yang telah diratifikasi oleh Indonesia, yaitu 

Rescue Agreement atau Perjanjian Penyelamatan dalam 

Penyelenggaraan Keantariksaan. 

b. Melengkapi khasanah kajian yang berkaitan dengan hukum 

keantariksaan, terutama yang berkaitan dengan misi penyelamatan 

penyelenggaraan keantariksaan dalam bidang hukum administrasi dan 

tata negara. 

2. Kegunaan dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan kepada para penegak hukum atau pembentuk 

Undang-Undang dalam prosedur penyelamatan penyelenggaraan 
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keantariksaan yang sampai saat ini belum ada atau mengalami kekosongan 

norma. Selain itu, juga ditunjukkan kepada Lembaga Keantariksaan di 

Indonesia yaitu LAPAN sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan 

Penarian dan Pertolongan dalam Penyelenggaraan Keantariksaan. 

1.5 Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang membahas 

mengenai makna hukum di kehidupan bermasyarakat dan dengan metode 

ini, mempelajari lebih mendalam mengenai hukum atau aturan itu sendiri 

yang akan menimbulkan pertanyaan mengenai alasan manusia 

membutuhkan hukum, tujuan dari hukum itu sendiri, bagaimana hukum 

dapat memberikan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat serta 

kekuatan hukum yang berlaku dalam masyarakat. 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan 

Perundang-undangan (Statute Approach), dan Pendekatan Konseptual 

(Conceptual Approach). 

3. Jenis Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 (tiga) jenis bahan 

hukum, yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

b. Bahan Hukum Sekunder 
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c. Bahan Hukum Tersier 

4. Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan; 

3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 

4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan 

Treaty On Principles Governing The Activities of States in The 

Exploration and Use of Outer Space, Including The Moon and 

Other Celestial Bodies, 1967 (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip 

yang Mengatur Kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi dan 

Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan dan Benda-benda 

Langit Lainnya, 1967); 

5) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan 

Pertolongan; 

6) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian 

Internasional; 

7) Unang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; 

8) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga 

Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN); 

9) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR 

Nasional; 
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10) Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan 

Protocol on The Authentic Six-Language Text of The 

Convention on International Civil Aviation, Chicago 1944 

(Protokol tentang Naskah Asli Bahasa Keenam Dari Konvensi 

Penerbangan Sipil Internasional, Chicago 1944); 

11) Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pengesahan 

Rescue Agreement; 

12) Treaty On Principles Governing The Activities of States in The 

Exploration and Use of Outer Space, Including The Moon and 

Other Celestial Bodies, 1967 (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip 

yang Mengatur Kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi dan 

Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan dan Benda-benda 

Langit Lainnya, 1967). 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Buku-buku literatur, pencarian melalui internet, jurnal penelitian 

dan artikel yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam 

penulisan ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Black’s Law, Kamus Oxford 

Inggris-Indonesia. 

5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum yang 

relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas serta pendekatan-
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pendekatan yang digunakan. Sudah disebutkan di atas bahwa penulis 

menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. 

“Pendekatan perrundang-undangan dalam hal ini meliputi baik berupa 

legislation maupun regulation bahkan juga delegated legislation dan 

delegated regulation. Oleh karena itu untuk memecahkan suatu isu 

hukum, peneliti mungkin juga harus menelusuri sekian banyak berbagai 

produk peraturan perundang-undangan termasuk produk jaman 

Belanda.”18 

Penggunaan pendekatan konseptual, yang dikumpulkan terlebih dahulu 

ialah peraturan perundang-undangan dari negara lain atau putusan-putusan 

pengadilan Indonesia yang berkaitan dengan isu hukum itu atau putusan-

putusan pengadilan negara lain yang memang mengenai isu hukum 

tersebut. Selain itu juga dapat menggunakan penelusuran buku-buku 

hukum (tersier) yang banyak mengandung konsep-konsep hukum.19 

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis 

Yang terkandung dalam penelitian ini secara sistematika ialah dimulai 

dengan judul yang berbunyi “Penyelamatan Penyelenggaraan Keantariksaan di 

Indonesia dalam Perspektif Traktat Antariksa 1967.” Kemudian Bab I yang berisi 

subbab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode 

pendekatan, jenis bahan hukum, sumber bahan hukum, serta teknik pengumpulan 

                                                             
18 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta,  Kencana, 2010, h. 194. 
19 Ibid, h. 196. 
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dan pengolahan bahan hukum, lalu dilanjut dengan subbab pertanggungjawaban 

penelitian. 

Kemudian Bab II yang merupakan tinjauan pustaka berisikan beberapa 

subbab yaitu landasan teori yang terdiri dari Teori Perjanjian Internasional dan 

Teori Traktat Antariksa 1967 (Space Treaty 1967). Lalu subbab kedua yaitu 

mengenai penjelasan konsep yang terdiri dari Konsep Penyelamatan 

Keantariksaan. 

Bab III berisi mengenai pembahasan yang diambil dari rumusan masalah 

yaitu subbab pertama penelitian mengenai hakikat penyelamatan keantariksaan 

dalam perspektif Traktat Antariksa 1967 dan subbab kedua mengenai bagaimana 

penyelamatan keantariksaan dalam perspektif Traktat Antariksa 1967. 

Bab IV merupakan bab penutup yang berisikan 2 subbab yaitu kesimpulan 

dan saran. 


